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This research examines the reciprocal relationship between politics and education in
the context of a country's development. The background of the research shows that
these two fields have an interrelated influence, where political policies affect the
education system, while education plays a role in shaping people's political awareness.
The research was conducted using the library research method, by analyzing various
sources from books and journals related to the theme of the reciprocal relationship
between politics and education. The results showed several important findings. First,
politics as a system of power has a significant role in shaping education policy,
including curriculum and distribution of educational resources. Secondly, education
plays an important role in shaping people's political awareness and increasing political
participation. Third, politics is often used as a tool to control education, especially in
setting the curriculum and spreading certain ideologies. This study concludes that it is
important for every country to ensure that its politics support a quality education
system, and that education can create a smart and competitive society.
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Penelitian ini mengkaji hubungan timbal balik antara politik dan pendidikan dalam
konteks perkembangan suatu negara. Latar belakang penelitian menunjukkan bahwa
kedua bidang ini memiliki pengaruh yang saling terkait, di mana kebijakan politik
mempengaruhi sistem pendidikan, sementara pendidikan berperan dalam
pembentukan kesadaran politik masyarakat. Penelitian dilakukan menggunakan
metode library research atau riset literatur, dengan menganalisis berbagai sumber dari
buku dan jurnal yang berkaitan dengan tema hubungan timbal balik politik dengan
pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan penting. Pertama, politik
sebagai sistem kekuasaan memiliki peran signifikan dalam membentuk kebijakan
pendidikan, termasuk kurikulum dan distribusi sumber daya pendidikan. Kedua,
pendidikan berperan penting dalam membentuk kesadaran politik masyarakat dan
meningkatkan partisipasi politik. Ketiga, politik sering digunakan sebagai alat
pengontrol pendidikan, terutama dalam penetapan kurikulum dan penyebaran
ideologi tertentu. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penting bagi setiap negara untuk
memastikan politik yang diterapkan mendukung sistem pendidikan berkualitas, serta
pendidikan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing.

1. PENDAHULUAN

Dalam perkembangan suatu negara, hubungan
antara politik dan pendidikan merupakan aspek
yang tidak terpisahkan (Aksan, 2022). Kedua
bidang ini memiliki pengaruh yang saling timbal
balik, dimana kebijakan politik mempengaruhi
sistem pendidikan, sedangkan pendidikan juga
berperan penting dalam pembentukan politik
suatu bangsa. Tema ini penting untuk dianalisis
karena memperlihatkan bagaimana pendidikan
dapat menjadi alat untuk memajukan bangsa,
sekaligus bagaimana politik berfungsi untuk
menentukan arah dan kebijakan pendidikan yang
ada (Hoddin, 2020). Politik dan pendidikan
memiliki aspek kehidupan sosial dan ekonomi
suatu negara (Marzuqi S Ahid, 2023). Dalam

konteks ini, kita perlu melihat lebih dalam
bagaimana hubungan tersebut berkembang dan
saling memengaruhi dari waktu ke waktu.

Politik sebagai suatu sistem kekuasaan yang
mengatur jalannya pemerintahan dan kebijakan
suatu negara, memiliki pengaruh yang sangat
besar terhadap Pendidikan (Darussalam S Indra,
2021). Sistem pendidikan yang ada di suatu
negara seringkali dipengaruhi oleh kebijakan
politik yang berlaku, baik dalam hal alokasi
anggaran, kurikulum, maupun pendekatan
pedagogis yang digunakan (Fadlilah Wening Dwi
Hastuti S Sutama, 2019). Sebaliknya, pendidikan
juga memiliki peran yang sangat strategis dalam
membentuk pola pikir, karakter, dan kesadaran
politik masyarakat. Melalui pendidikan yang
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berkualitas, suatu negara dapat menciptakan
generasi yang cerdas, kritis, dan sadar akan hak
serta kewajibannya sebagai warga negara
(Cahyani S Dewi, 2021).

Pada konteks hubungan timbal balik ini, perlu
diperhatikan berbagai faktor yang memengaruhi.
Pertama, kebijakan politik dalam bidang
pendidikan sering kali mencerminkan ideologi
politik penguasa (Khamim et al.,, 2024). Kedua,
sistem pendidikan yang baik dapat menciptakan
sumber daya manusia yang berkompeten dan
siap menghadapi tantangan global (Abdillah,
2024). Oleh karena itu, pendidikan dan politik
sering kali dijadikan instrumen oleh pemerintah
untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.
Dalam perspektif ini, hubungan timbal balik
antara keduanya menjadi sangat penting untuk
diperhatikan.

Pendidikan berperan dalam mempersiapkan
individu untuk dapat berpartisipasi dalam
politik. Dalam demokrasi (Nassa, 2024),
misalnya, tingkat pendidikan yang baik akan
mempengaruhi partisipasi politik masyarakat,
baik dalam pemilihan umum, pengambilan
keputusan, maupun aktivitas politik lainnya.
Selain itu, pendidikan juga berfungsi untuk
menumbuhkan kesadaran politik yang kritis,
yang dapat memberikan kontribusi terhadap
perkembangan sistem politik yang lebih sehat
(Hoddin, 2020). Masyarakat yang teredukasi
dengan baik akan lebih mampu mengevaluasi
kebijakan politik dan memberikan respons yang
sesuai terhadap berbagai permasalahan yang
ada.

Namun demikian, hubungan antara politik
dan pendidikan juga tidak selalu berjalan mulus.
Kadang- kadang, kebijakan politik yang
diterapkan dapat membatasi akses masyarakat
terhadap pendidikan yang berkualitas. Misalnya,
kebijakan politik yang tidak berpihak kepada
sektor  pendidikan  dapat  menyebabkan
ketidakmerataan dalam kualitas pendidikan
antara daerah kaya dan daerah miskin, atau
antara kelompok sosial yang berbeda. Hal ini
tentu akan menghambat proses pembangunan
sosial dan ekonomi suatu negara, serta
memperburuk ketimpangan sosial yang ada.

Selain itu, dalam beberapa kasus, pendidikan
justru digunakan untuk tujuan politik tertentu.
Penguasa sering kali mengatur kurikulum
pendidikan untuk membentuk pola pikir yang
mendukung ideologi mereka (Khamim et al,
2024). Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya
berfungsi sebagai media transfer ilmu
pengetahuan, tetapi juga sebagai alat untuk
membentuk kesadaran politik dan ideologi suatu

bangsa. Hal ini bisa berisiko menciptakan sistem
pendidikan yang tidak objektif dan tidak dapat
mendukung perkembangan kritis anak didik.

Dalam konteks Indonesia, hubungan timbal
balik antara politik dan pendidikan dapat dilihat
dari berbagai kebijakan yang diambil oleh
pemerintah, baik pada tingkat pusat maupun
daerah. Setiap perubahan politik yang terjadi di
Indonesia, baik itu pemerintahan yang berganti
atau  perubahan  undang-undang,  selalu
berimplikasi pada sistem pendidikan yang ada.
Misalnya, sistem pendidikan yang bersifat
sentralistik di era Orde Baru kemudian berubah
menjadi lebih desentralistik pada era reformasi.
Perubahan- perubahan kebijakan tersebut
menunjukkan  bagaimana  politik  dapat
membentuk karakter dan arah sistem pendidikan
suatu negara.

Hubungan timbal balik antara politik dan
pendidikan juga bisa dilihat dalam pengaruhnya
terhadap  pembentukan karakter  bangsa.
Pendidikan tidak hanya mengajarkan
pengetahuan akademik, tetapi juga nilai-nilai
moral dan etika yang berhubungan dengan
kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Melalui pendidikan, masyarakat akan diajarkan
tentang pentingnya demokrasi, hak asasi
manusia, serta kewajiban sebagai warga negara.
Semua ini sangat bergantung pada arah
kebijakan politik yang ada.

Politik pendidikan harus bisa menciptakan
lingkungan yang kondusif untuk perkembangan
pendidikan yang inklusif dan berbasis pada
kebutuhan Masyarakat (Purba, 2024). Dalam hal
ini, pendidikan bukan hanya menjadi sarana
untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil,
tetapi juga untuk membentuk karakter
masyarakat yang sadar akan tanggung jawab
sosial dan politiknya. Dengan demikian,
hubungan antara politik dan pendidikan harus
dijaga dengan baik agar kedua sektor ini dapat
saling mendukung untuk menciptakan kemajuan
yang berkelanjutan.

Secara global dapat dimaknai bahwa,
hubungan timbal balik antara politik dan
pendidikan memberikan gambaran yang jelas
mengenai bagaimana kedua bidang ini saling
berinteraksi dalam membentuk masa depan
bangsa. Pendidikan tidak hanya mempengaruhi
pembangunan politik, tetapi juga menjadi cermin
dari kebijakan politik yang diterapkan. Oleh
karena itu, penting bagi setiap negara untuk
memastikan bahwa politik yang diterapkan
mendukung sistem pendidikan yang berkualitas,
serta pendidikan dapat menciptakan masyarakat
yang cerdas dan berdaya saing. Hanya dengan
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kerja sama antara kedua bidang ini,
pembangunan suatu negara akan dapat berjalan
secara optimal dan berkelanjutan.

II. METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian tulisan ini mengguna
kan Library Research atau disebut dengan riset
literatur, yang mana riset literatur ini untuk
memperoleh data penelitian, bersumber dari
buku, serta jurnal, yang berkaitan dengan tema
hubungan timbal balik politik dengan
pendidikan. Dalam riset literatur ini peneliti
berhadapan langsung dengan teks bukan dengan
pengetahuan yang langsung turun kelapangan,
walaupun demikian dalam riset literatur ini
peneliti berusaha menelaah dan menemukan
informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan
tema tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengertian Politik

Dalam bahasa yunani politik dipahami
sebagai polis yang memiliki arti kota, negara
kota. Dari polis berkembang konsep polites
yang memiliki makna warga negara serta
konsep politikos yang berarti
kewarganegaraan. Akar kata politik berasal
dari bahasa Inggris politics yang bermakna
bijaksana. Sehingga politik dapat dipahami
sebagai suatu proses serta sistem penentuan
maupun  pelaksanaan  kebijakan  yang
berkaitan dengan negara dan warga dalam
sebuah negara, seperti hal-hal yang terlait
dengan kekuasaan, pengambilan keputusan,
serta kebijakan, pembagian dan
pengalokasian nilai dalam masyarakat. Perlu
dipahami bahwa politik memiliki arti ataupun
pemahaman yang berbeda-beda, tentunya hal
ini dipegaruhi berbagai faktor, seperti konteks
penggunaan maupun unsur kepentingan dari
penggunaannya (Eviany, 2019).

Politik merupakan rangkaian kegiatan dan
proses yang berkaitan dengan penyeleng-
garaan negara dan pemerintahan (Terdjo,
2019). Dalam kehidupan bernegara, politik
memainkan peran sangat penting sebagai
sarana untuk mencapai tujuan bersama
melalui pengambilan keputusan kolektif.
Politik modern ditandai dengan adanya sistem
demokrasi, = dimana  rakyat  memiliki
kedaulatan untuk menentukan pemimpin dan
kebijakan melalui pemilihan umum (Putri et
al, 2023). Sistem ini memungkinkan
terjadinya sirkulasi kekuasaan secara damai
dan teratur, serta memberi ruang bagi

masyarakat untuk mengawasi dan
mempengaruhi jalannya pemerintahan.

. Pengertian Pendidikan

Pendidikan = menurut undang-undang
adalah usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan
tidak hanya terbatas pada kegiatan
pembelajaran formal di sekolah atau institusi
Pendidikan (Noventue et al, 2024).
Pendidikan mencakup seluruh pengalaman
belajar yang terjadi dalam kehidupan, baik
melalui pendidikan formal, informal, maupun
non-formal. Proses ini berlangsung sepanjang
hayat, dimulai sejak seseorang lahir hingga
akhir hidupnya (Iswati, 2020).

. Pengaruh Politik terhadap Sistem Pendidikan

Politik memiliki peran yang sangat penting
dalam membentuk sistem pendidikan di
sebuah negara, karena politik menentukan
kebijakan dan distribusi sumber daya yang
diperlukan untuk penyelenggaraan
Pendidikan (Inkiriwang, 2020). Kebijakan
pendidikan yang diambil oleh pemerintah
sangat dipengaruhi oleh ideologi politik yang
berlaku pada suatu periode tertentu, dan hal
ini akan mempengaruhi kualitas, arah, serta
tujuan pendidikan itu sendiri (Hutabarat et al.,
2024).

Politik berfungsi sebagai pengatur kebija-
kan dalam sistem pendidikan, dan keputusan
politik yang diambil oleh pemerintah
berperan besar dalam menentukan arah
Pendidikan (Rozak S Az- Ziyadah, 2021). Pada
setiap masa  pemerintahan, kebijakan
pendidikan yang diterapkan akan sangat
dipengaruhi oleh ideologi politik yang dianut
oleh penguasa. Ideologi politik ini seringkali
akan menentukan bagaimana pendidikan
diatur, nilai-nilai apa yang diajarkan, serta apa
tujuan akhir yang ingin dicapai dari
pendidikan itu sendiri.

kebijakan kurikulum Pendidikan sering
kali menjadi alat bagi pemerintah untuk
mempromosikan ideologi tertentu. Pada
rezim otoriter, pendidikan dapat digunakan
untuk menyebarkan dan memperkuat ideologi
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pemerintah,mengajarkan masyarakat untuk
mendukung sistem politik yang ada, serta
membatasi ruang untuk perbedaan pendapat
(Hutabarat et al., 2024). Misalnya, pada masa
Orde Baru di Indonesia, pengajaran sejarah
seringkali difokuskan pada aspek-aspek yang
mendukung legitimasi pemerintahan Orde
Baru, serta mengesampingkan pandangan dan
peristiwa yang berlawanan dengan ideologi
pemerintah saat itu.

Sebaliknya, dalam sistem politik
demokratis, ada kecenderungan untuk
merancang kurikulum yang mendukung
kebebasan berpikir dan hak untuk berbeda
(Istianah et al, 2023). Pendidikan lebih
berorientasi pada pengembangan karakter
individu yang mampu berpartisipasi dalam
diskusi politik dan sosial secara bebas. Di
Indonesia, pasca-reformasi, ada upaya untuk
merombak kurikulum pendidikan agar lebih
berbasis pada nilai-nilai demokrasi,
pluralisme, dan penghormatan terhadap hak
asasi manusia, dengan tujuan menciptakan
masyarakat yang lebih terbuka dan kritis
terhadap perkembangan sosial dan politik
(Idris et al.,, 2014).

. Pengaruh Pendidikan terhadap Politik

Pendidikan memiliki peran yang sangat
penting dalam membentuk pola pikir dan
kesadaran politik Masyarakat (Hidayah et al,,
2024). Dengan pendidikan yang baik, individu
tidak hanya memperoleh keterampilan
profesional, tetapi juga kemampuan untuk
berpikir secara kritis, memahami hak-hak
mereka, dan berpartisipasi aktif dalam sistem
politik. Dampak dari hubungan ini sangat
signifikan, karena pendidikan menjadi dasar
bagi masyarakat untuk terlibat dalam
kehidupan politik, meningkatkan kualitas
demokrasi, dan memperkuat kesadaran social
(Rasjid et al., 2024).

Salah satu dampak paling jelas dari
pengaruh pendidikan terhadap politik adalah
tingkat partisipasi politik Masyarakat (Mii et
al,, 2023). Negara dengan tingkat pendidikan
yang tinggi cenderung memiliki tingkat
partisipasi politik yang lebih tinggi (Alfarisyi
et al, 2023). Masyarakat yang teredukasi
dengan baik lebih mampu memahami isu-isu
politik dan ekonomi, serta memiliki kesadaran
yang lebih tinggi terhadap hak- hak politik
mereka. Sebagai hasilnya, mereka lebih
cenderung untuk berpartisipasi dalam
kegiatan politik seperti pemilu, diskusi publik,

dan bahkan terlibat dalam pembuatan
keputusan politik.

Pendidikan memiliki peran fundamental
dalam mengembangkan pemahaman tentang
demokrasi, kebebasan, dan hak asasi manusia
(Sila, 2024). Dengan mengajarkan nilai-nilai
ini sejak dini, pendidikan menciptakan
individu yang memiliki kesadaran politik
dan sosial yang lebih tinggi. Para individu ini
menjadi lebih siap untuk mempertanyakan
kebijakan pemerintah, mengkritik
ketidakadilan sosial, dan bahkan terlibat
dalam gerakan sosial atau perubahan politik
yang konstruktif.

Di banyak negara demokratis, pendidikan
kewarganegaraan berfokus pada pengajaran
prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan
berpendapat, dan penghormatan terhadap
hak-hak individu. Dengan pemahaman yang
lebih baik mengenai prinsip-prinsip dasar
negara, individu menjadi lebih cakap dalam
menilai kebijakan publik dan mendorong
terciptanya kebijakan yang lebih adil dan
transparan. Oleh karena itu, pendidikan
adalah salah satu instrumen utama dalam
memperkuat fondasi demokrasi dan menjaga
agar nilai-nilai demokratis tetap hidup dalam
masyarakat.

Pendidikan yang baik juga berfungsi untuk
membentuk karakter warga negara yang aktif
dan bertanggung jawab (Sofha et al.,, 2023).
Individu yang menerima pendidikan yang
berkualitas tidak hanya didorong untuk
mencari kesuksesan pribadi, tetapi juga untuk
menyadari tanggung jawab sosial dan politik
mereka. Mereka dilatih untuk menjadi
anggota masyarakat yang peduli terhadap isu-
isu sosial dan politik, serta berperan aktif
dalam membangun kehidupan bersama yang
lebih baik.

Sistem pendidikan yang mengajarkan
tentang pentingnya partisipasi dalam proses
demokrasi, kesetaraan, dan hak asasi manusia
akan menghasilkan warga negara yang tidak
hanya pasif dalam menerima kebijakan
pemerintah, tetapi juga aktif dalam
berkontribusi terhadap perubahan positif
dalam masyarakat. Ini dapat terlihat dalam
berbagai bentuk partisipasi politik, mulai dari
memilih dalam pemilu hingga terlibat dalam
protes atau kampanye untuk mendukung
perubahan kebijakan yang lebih adil.

. Politik sebagai Alat Pengontrol Pendidikan

Pendidikan sering kali dianggap sebagai
sarana untuk mentransfer ilmu pengetahuan
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dan keterampilan kepada generasi muda.
Namun, tidak jarang pendidikan juga
digunakan sebagai alat politik untuk mencapai
tujuan tertentu. Dalam banyak kasus,
kebijakan pendidikan yang ditetapkan oleh
pemerintah dapat memiliki tujuan yang lebih
luas, yakni untuk memperkuat posisi politik
penguasa atau membentuk ideologi yang
sejalan dengan kepentingan politik yang ada
(Hartono, 2016). Oleh karena itu, hubungan
antara politik dan pendidikan sering Kkali
saling terkait dan memengaruhi satu sama
lain.

Sering kali, pendidikan digunakan untuk
memperkenalkan dan menyebarkan ideologi
tertentu kepada generasi muda (Kurniawan et
al., 2024). Ini terutama terjadi dalam sistem
pemerintahan yang otoriter atau totaliter, di
mana kurikulum dan materi pendidikan
dimanipulasi untuk mendukung kekuasaan
yang sedang berkuasa. Sebagai contoh, pada
masa pemerintahan Orde Baru di Indonesia,
pendidikan difokuskan pada pembentukan
karakter nasional yang mendukung stabilitas
politik pemerintah (Idris S Tolla, 2024).
Kurikulum yang diajarkan banyak berfokus
pada nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme
yang menguntungkan pemerintah saat itu.

Selain itu, dalam rezim yang lebih otoriter,
pemerintah sering kali membatasi kebebasan
berpikir dan memperkenalkan ajaran yang
mendukung  ideologi  politik  tertentu.
Pendidikan diubah menjadi alat untuk mena-
namkan Kkesetiaan kepada pemerintahan,
sedangkan pembentukan pemikiran kritis dan
pluralisme sering kali dibatasi atau bahkan
dihilangkan. Hal ini menunjukkan bahwa
pendidikan bisa dimanfaatkan oleh
pemerintah  sebagai  instrumen untuk
mempertahankan kekuasaannya.

Meskipun dalam sistem demokrasi
pendidikan seharusnya lebih bebas dan
terbuka, pengaruh politik dalam pendidikan
tetap ada. Di negara-negara demokratis,
pemerintah tetap memiliki peran penting
dalam menentukan kebijakan pendidikan,
termasuk menetapkan standar, pedoman
kurikulum, dan alokasi anggaran untuk sektor
pendidikan. Meskipun tujuannya adalah untuk
meningkatkan kualitas pendidikan, intervensi
politik ini kadang- kadang bisa memengaruhi
objektivitas dan keberlanjutan pendidikan itu
sendiri.

IV.

Pemerintah sering kali memengaruhi apa
yang diajarkan di sekolah  dengan
merumuskan kebijakan yang menentukan
materi pendidikan yang harus dipelajari oleh
siswa. Meskipun tujuan awal dari kebijakan
pendidikan adalah untuk memastikan bahwa
pendidikan yang diberikan berkualitas dan
relevan dengan perkembangan zaman,
pengaruh politik yang terlalu kuat dalam
pengaturan kurikulum dapat menyebabkan
pengajaran yang bias, terbatas, dan tidak
seimbang (Rozak S Az-Ziyadah, 2021).

Salah satu dampak negatif dari intervensi
politik dalam pendidikan adalah pengham-
batan inovasi dalam sistem Pendidikan
(Tandirerung et al., 2024). Ketika kebijakan
pendidikan terlalu dipengaruhi oleh politik
jangka pendek, hal ini bisa menghalangi
upaya-upaya reformasi yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas pendidikan secara
keseluruhan. Misalnya, pemerintah yang
terlalu terfokus pada kepentingan politik
mungkin akan mengabaikan kebutuhan
mendesak untuk mengadopsi teknologi baru
dalam  pendidikan atau = merumuskan
kurikulum yang lebih sesuai dengan tuntutan
perkembangan global.

Selain itu, kebijakan yang lebih berpihak
pada kepentingan politik daripada kebutuhan
riil  dalam dunia pendidikan dapat
mengakibatkan stagnasi. Dengan demikian,
politik dapat menjadi faktor penghambat bagi
inovasi pendidikan yang bertujuan untuk
menciptakan sistem yang lebih efektif,
inklusif, dan relevan dengan perkembangan
zaman.

SIMPULAN DAN SARAN
. Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah
diuraikan, dapat disimpulkan  bahwa

hubungan timbal balik antara politik dan
pendidikan memiliki peran yang sangat
fundamental dalam pembangunan suatu
negara. Politik memiliki pengaruh besar
dalam menentukan arah dan kebijakan
pendidikan, termasuk dalam hal kurikulum.
Sebaliknya, pendidikan berperan penting
dalam  membentuk  kesadaran  politik
masyarakat dan meningkatkan partisipasi
politik. Namun, hubungan ini juga memiliki
sisi negatif ketika politik terlalu dominan
dalam mengontrol pendidikan, terutama

Salah satu cara politik mengontrol ketika digunakan untuk kepentingan ideologi
pendidikan adalah melalui penetapan tertentu atau kekuasaan, yang dapat
kurikulum (Rozak S Az-Ziyadah, 2021).
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menghambat perkembangan pemikiran kritis
dan inovasi dalam pendidikan.

B. Saran
Berdasarkan temuan dan kesimpulan yang
diperoleh dari penelitian ini, terdapat
beberapa saran yang dapat diberikan untuk
memperkuat hubungan timbal balik antara
politik dan pendidikan, guna mencapai sistem
pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan

berkualitas, serta untuk mendorong
partisipasi politik yang lebih tinggi di
kalangan masyarakat. Beberapa saran

tersebut antara lain:

1. Pemerintah perlu memastikan bahwa
kebijakan politik dalam bidang pendidikan
lebih  berorientasi pada peningkatan
kualitas dan pemerataan pendidikan,
bukan pada kepentingan politik jangka
pendek.

2. Perlu dikembangkan sistem check and
balance yang efektif antara politik dan
pendidikan untuk mencegah
penyalahgunaan pendidikan sebagai alat
politik.

3. Institusi pendidikan harus diberi otonomi
yang lebih besar dalam pengembangan
kurikulum dan inovasi pembelajaran,
dengan tetap memperhatikan standar
nasional pendidikan.

4. Perlu ditingkatkan partisipasi masyarakat
dalam pengawasan kebijakan pendidikan
untuk memastikan bahwa kebijakan yang
diambil benar-benar berpihak pada
kepentingan pendidikan.

5. Pengembangan sistem pendidikan harus
lebih fokus pada pembentukan karakter
kritis dan demokratis, sehingga dapat
menciptakan warga negara yang aktif dan
bertanggung jawab dalam kehidupan
politik.
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